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PERBAIKAN PASAR KROYA TELAN DANA Rp80 MILIAR 

 
Sumber Gambar: 

https://radarbanyumas.disway.id/upload/5e0f6849e23ca12fd0ff1decc55ae187.jpg 

 

Isi Berita:   

CILACAP, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pembangunan Pasar Kroya 

diharapkan segera terlaksana. Hal ini diungkapkan Mujiono, Ketua Paguyuban Pedagang 

Pasar Kroya.  

Dikatakan, pedagang saat ini berjualan di pasar darurat yang kondisinya sudah sangat 

memprihatikan. "Besar harapan bisa segera dibangun tahun ini, agar cepat pindah dan 

ekonomi semakin membaik," katanya. 

Sementara itu Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri mengatakan, pemerintah pusat ikut 

andil dalam perbaikan Pasar Kroya. 

"Pasar Kroya masuk dalam proyek nasional. Kemarin dari Menko sudah turun untuk 

mengecek kegiatan yang masuk dalam proyek nasional," katanya. 

Dikatakan Pj Bupati Cilacap, perbaikan Pasar Kroya setidaknya akan menelan dana Rp 

80 miliar. Dana tersebut merupakan dana Kementerian PUPR yang telah diajukan oleh 

Pemkab Cilacap. 

"Semoga bisa segera terealisasikan, sehingga pedagang bisa segera pindah dan ekonomi 

masyarakat semakin membaik," ujar Awaluddin. (ray) 

Sumber Berita: 

1. https://radarbanyumas.disway.id/read/94926/perbaikan-pasar-kroya-telan-dana-rp-

80-miliar/, “Perbaikan Pasar Kroya Telan Dana Rp 80 Miliar”, tanggal 30 Januari 

2024. 

2. https://www.bercahayanews.com/perbaikan-pasar-kroya-dibantu-pemerintah-pusat/, 

“Perbaikan Pasar Kroya Dibantu Pemerintah Pusat”, tanggal 23 Januari 2024. 
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Catatan : 

• Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan 

Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di 

bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran 

dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang 

perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini. 

• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 

• Pasal 1 

a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, 

dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan 

usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. 

Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, 

swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli 

barang melalui tawar menawar. 

b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan 

prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran 

Perdagangan. 

• Pasal 3 menyatakan  bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan 

Peraturan Menteri ini tediri atas: 

a. Pasar Rakyat; 

b. Gudang Nonsistem Resi Gudang; 

c. Pusat Distribusi; 

d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan 

e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata, 

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. 

• Pasal 4 

a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oelah pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan.atau 

swasta. 

b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
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milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa. 

• Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat. 

• Pasal 25  

a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, 

mencakup: 

(a) Fisik; 

(b) Manajemen; 

(c) Ekonomi; dan 

(d) Sosial. 

b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manjemen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang 

dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peratruan perundang-undangan. 

c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan 

sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di 

Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk 

mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran 

Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 

lain b. belanja modal. 
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e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Lampiran 

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok belanja modal 

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

  


